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LEMBAGA KEAGENAN DI INDONESIA *
. Asikin Kusumah Atmadia :-'ijé

Keageman adalah suatu pengertian yang tercakup
-dalam lembaga perwakilan dafam arﬁ-y_mg Inms,
Namun karangan ini memperianyakan apakah
keagemn .dalam bidang perdagangan fermasuk
pemberiankuasa atau pemberian smtukewenang-
in. Masalah keagenan dalam Bidang pexﬁaéangan
ini belum diatur baik dalam K. UH Perdata man-
pun K.U.H Dagang di Indonesia. »
Pertu juga diperhatikan mengenai hukum yang
berlaku untuk keagenan. Karena para agen mém-
punyaikegiatan di Indonesia, sudah sepatumyalah
~hukum Indonesia yang diperlakukan, .

PANDANGAN UMUM
% Lembaga'keageran merupakan suatu bentuk atau salah satu bentuk dari penger-
““fian yang Jebih lus lagi yaitu lembaga PERWAKILAN -
Oleh karena it lembaga keagenan bukan merupakan suatu pengeriian yang baru
“helainkan ‘micrupakan suata lembaga vang telah lama dikenal, baik dalam K.U.H
“*perdata/B. Wi maupun dalain KU.H Dagang, Pada-azasnya seseorang melakukan
gl pesbuiaian hukum dengan maksud untuk memperolehatau unjuk menciptakan
akibat Hukiim untuk disinya. Sevrang pembeli umpamanya adalah subyelhukum
* dalim pérjanjian vang welah di wnda angani dan dengan demikian mencipakan
akibat huk um baginya, bandingkan pasal 1315 dan pasal 1340 K.U.H. Perdata /B W.
Akan tetapi Undang-Undang juga menentukan bahwa seomng WAKIL dapat
melakukan suatuperbuatan hukum dan menciptakanakibat hukum untuk kepenting-
_anomng lain (prinsipal}.
_ Dalam masyarakat lembaga perwakilan merupakan sesuatu yang sangat penting
. “karena ‘melalui lembagaini seseorang dapat melakukan suatu perbuatan: hukum
' meskipun ia secanm fisik tidak berada di tempat terssbut. s
:Hal.ini dimungkinkan antara lain melalu pemberian kuasa yang juga merupakan
salah satu bentuk dagi lembags PERWAKILAN. :

alam K.UH. Dagang juga dikenal beberapa bentuk/konstruksi hukim yaitu
9rang-oOrang yang menjadi PERANTARA yang melakukan perbuatan hukum ber-
“dasarkan KUASA/VOLMACHT, antara lain yang dikenal adalah yang diuraikan
dalam pasal 62 dan seterusnya K.UH.D TENTANG MAKELAAR (pedagang
_pemn@ra), demikian juga seorng comissionair (pasal 76 K.U.H.D. dan seterusnya)
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an expediear vang diatur.dalam-pasal 86 dan seterusnya K.ULH.D,

.o Statu bentuk yang sangat dikenal dalam bidang hukum acara adalah para penga-

“rycara/procureur vang merupakan KUASA (gevolmachtigden) dan bertindak/me-
- lakukan perbuatan hukum. bagi klisnnya baik untuk hal-hal di Juar Pengadilan

- maupun di dalam Pengadilan, N . b he .
it Dismmping bentuk sepertl vang divraikan diatas yang telah lams kita kenal, sejak

EGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN, sesuai de-
'.:-z_L_r_;gan pasal:6.(a) Undang undang Mo. 6/1968 tentang PENANAMAN DALAM
) -_:_;_-,:NEGERL. SEEiw il bl hnie Lt Lae &5\
*"Hal ini dapat diketahui dalam KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM.
RANGEA PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG PER-
S DAGANGAN vang dikéluarkan oleh Difektur Jenderal Perdagangan Dalam Megeri .
(Departemen Perdagangan dan Koperasi R.1) dalam bulan Desember 1978, serta
. PERATURAN PEMERINTAH RI No 36/1977 tentang PENGAKHIRAN
+KEGIATAN USAHA ASING ALAM BIDANG PERDAGANGAN, tanggal 30

“Desember 1977, '

o Dalam urian ini akan ditinjau masalah keagenan ini khususnya dari segi Hukum
.Perikaan dan perlindungan hukumnya berdasarkan Hukum Perikatan tersebut,

'LEMBAGA PERWAKILAN SECARA UMUM
° Rarena lembaga keagenan tercakup juga dalam pengertiantyang lebih huas yaitu

“lembaga PERWAKILAN maka terlebihdulu akan dijelaskan mengenai hal perwaki-
“lan 1ni. Seperti yang dinraikan diatas, dalam hal perwakilan terdapat pengecualian
terhadap azas dalam bidang. hukum seseorang yang telah melakukan perbuatan
“hukum akan ferikat oleh perbuatan hukumnya terscbut. Y
* Pengecualian ini telah diakui oleh litratur dan.putusan-putusan Pengadilan.
+Sesuai dengan azas”hukum yang berlaku, seorang terikat'secara hukum oleh
pefnyataan_ kehendak orang vang melakukan perbuatan hukum tersebut, demikian-
“lah sistim hukum yang dianut dan lah diterima oleh pam sagam invkum.
Dengan demikian pengecnaliannya terletak dalam 2 (dua) wnsur dasi lembaga
~perwakilan yang berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang
lzinnya yaitu ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TIDAK
TERIKAT OLEH PERBUATANNYA akan tetapi ORANG LAIN DARI YANG
“MELAKUK AN PERBUATAN HUKUM MENJADI TERIKAT OLEH PER-
BUATAN HUKUM tersebut,
+z ‘Untuk menjelaskan pengecualian tersebut ferhadap azas bahwa hanya pelaku itu
sendiri diangap terikat oleh hukum (persoonlyke wilsverklaring) VON SAVIGN!
telah mengembangkan‘O%gaan theorienya, dalam teori mana orang yang mewaki-
1i/yang melakukan perbuatan hukum dianggap scbagai “der blosse Trager mei :nens
Willens”, disamping itu'masih ada teori-teor lain sepertt REPRESENTATIE THE-
ORIE dengan mempergunakan suaty fictie vaitu bahiwa vang diwakili berada di
tempatitu sendiri melalui wakilaya, . S
Sedanskan COOPERATIE THEORIE (VERMITT LEMNDE THEORIEY mena.

hun 19774imbu! lagi istilah KEAGENAN sehagai akibat dari PENGAKHIRAN
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‘anggap omng yangdiwakili ikut seria secara nyaia-nyata dalam melakukan perbua-
ia -hukum - yang dliakukan oleh orang. lain yaitu' orang yang menjadi wakilnya,
4 Rareni; fkuasa yang dibenkan oleh yang: dlwaklh tersebut merupakan-unsus: dan
4 perianggung Jawabannya/ ketenkatamlya terhadap perbuaian hukum tersebut.

" Bukan maksudnya urituk berpanjang lebar tentang teori-teort yang dapat member1~
ka landasan’bagi lembaga perwakilan karena lembaga tersebui menyimpang dari
- Az Va'ng dikenal denganistilah. PERSOONLYKE WILSVERKLARING, karena

.yang dianggap penting adalah bagaimana: PERLINDUNGAN HUK UM terhadap
",,:1emba@ perwakilan termasuk lembaga keagenan secara inconcreto karena bagai-
& manapun _]uga lembaga perwakﬁan telah d;tenma dalam kehidupan hukum dalam

ERIAN TUGAS/ LASTGEV}NG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK
' WAKILI VOLMACT.

Sistern perundang-undangan nasional dalam negara kita tidak mengaiﬁi‘ hal m;jér—

“syakilan berdasarken pemberian kuasa secaia tersendiri dalam K.U.H Perdata oleh
karena itu teqemah LASTGEVING dengan' KUASA adalah tidak tepat! Menurut

Eislsumat:k vang dianut K:UH Perdata hal pemberian kuasa untuk mewakilkan dlatur
sebapgai bagian dari LASTGEVING, sehingga untuk meniperoleh pengeriian yang
tepat seyogyanya kedua lembaga Eersebut d:bahasbersama-sama secara berdampmg-
an.

. Dalam pasal 1792 K.UH. Perdata terdapat suafir d!ﬁnlSl vane menyatakan bahwa
Jas eving; adalah suatn penanjian, ;iaiam pefjanjian mana, seseorang mernberikan
. kuasa; . (magt) kepada orng. lain menerima kekuasaan tersebut untuk melaksanakan

- Suakt, perkara atagnama -pemberi kekoasaan terscbut. - P Ay
‘Dalam perumusan tersebut yang dimaksud dengan i«:ekuasaanf magt: sebenamya

adalah TUGAS/OPDRACHT yaitu melakukan ‘perbuatan hukum: Hal: itwberarti

e bahwa dalam hal lastgeving telah diciptakan suata KEWAJIBAN bagi orang yang
Ingnerima- tugas tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum (tugas tersebut),

Sedangkan dalam hal VOLMACHT/KUASA yang tergadl adalah ?EMBERIAN
+SUATU-WEWENANG. :

.-Perhatikaniah juga pasal 1800 K Aok I-I Perdata yang pada pokoknya: menentukan
bahwa ‘omNg yang, menerima tugas herkewaijan untuk mebksanakan tugasnya,

#:Selanjutnya pasal 1792:K.U.H Perdata memakai istilah atas nama seakan-akan
se}aiu atau harus ada seatu pemberian kuasa (volmacht) daiam hal lastgevmg / pem—
-berian tugas.
__,Pada umumnya elah diterima pendapat bahwa dalam hal pembenan tugas/ lastge-
 ving syarat pemberian kuasa/volmacht tidak diperlukan,
(PITLO memberikan perumumn fentang lastgeving sebagai berikut: ”Lastgevmg/~
“periberian tuzas adalah séatu peranjian dimana seorang felah memberikan tugas
pada orang lain untuk: melakukan spatu perbuatan hukum, tugas manga dnenma oieh
roprang Bin tarsebut, tanpa menyebutkan istitah.atas nama”,
Dalam hal perjanjian memberikan fugas/lastgeving dapat dilibatkan pihak ketxga,
vaitn kalau pihak vane menerima tiwas/lasthebberpada wakiu melaksanakan tugas-
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nya/ perbuatan hukumnya, telah membentahukan pada p[hak ketnga tersebut bahw&ff:
. iatelalimelakukan perbuatan tersebut atas nama pihak vanig memberi tugas tersebut,” _
' '-_Dalam keadaan sepertz ini. klta mulai: memasukx bldanc pambenan kuasa (untuk .
mewakil). e
“Umpama A telah membenkan Eugas kepada B untuk membeh bukudan kemudxan B-
“miemberitahukan pada € bahwa ia membeli bakn tersebui atas nama A; berarti G-
_ :mengetahm B membeli- buku tersebut atas nama/mewakﬂa A. Dengan demikian. .
* mewakili berdasarkan pemberian kusa. adalah secara terbuka melakukan perbuatan:
'juntuk orang lain, dan masalah-masalah mengenai hubungan antara pemben tugas'-‘ -
‘dan.pihak ketiga termasuk bidang perwakilan berdasarkan kuasa, - -

4 bahwa B yang mendapat tugas dari A pada waktnmembelibuky, tidak 'memberia-
-hukan pada C'bahwa 1a membeh buku tersebut atas nama A, seakan akania (B),
-miembeli buku tersebut untuk diri sendiri. Dalam keadaan seperti:ini yang terjadi-
-adalah pemberian, tugas/ lastgevmg dan bukan perwakﬁan berdasarkan pembenan'
kuasa. .

- Disamping itu dapat juga terjadi- dalam contoh seperti yang dlufaxkan daatas.j. o

““Oleh karena it dalam ftel Afal: LASTGEVING sotarisny halpemberiankuasa.

tidak disebut-sebut, sebab LASTGEVING dapat dan bukan selalu mengakibatkan
adanya pemberian kuasa untuk mewalkili, d&mpmg itu wewenang untuk mewakili:
dapat j Juga diperoleh berdasarkan sebab sebab- lain.: Hal pemberian kuasa untuk
mewakili atan perwaktlan berdasarkan pembenan kuasa sebahknya dlatur dalam.
bab tersendiri.
~Sekali lagiditekankan bahwa dalam hai pembenankuasa untuk mewakxlz TIDAK:
dlc:iptakan suat kewajiban untuk melakukan suaty perbuatan hukum, sebagm
contoh umpama seofng suami }ansz membeti: knasa kepada-isterinya untuk j menge-
lola rekening uang milik suami yang ada di bank, karena suami harus berada di luar-
négeri untuk wakin yang agak] laina, Dalamkeadaan sepem 1m isteri: tez*sebut tidak:
berkewapban untuk mengeit;arkan ‘uang; . .
+Sedangkan: dalam -hal. pemberian tugas/lastgeving benar-benar ter;adl statw’
kewajiban untuk ‘melakukan perbuatan hukum, yang fidak selalu disertai dengan_
pemberian kuasa untuk mewakili’ :
~Perbedaan antzra pemberian tucas/iastgevmg dengan pembenax: kuasa untuk
mewakili/volmacht dapatjuga dijelaskan sebagai berikut o o
27 Pembenaqtugasf]astgevmg merapakan perjanjian obhgato:r vang: mencaptakan.
secara intern hak-hakdan kewajiban-kewajibananiara pihak yang memberi tugas/.
Iastgevmg dan penerima tugas/lasthebber, seciangkan pihak ketiga vaitu pihak de-
ngan siapa penerima tugas akan mengadakan perbuatan hukum berada di luar
perjanjian obligatoir tersebut”, - - :
“"Pemberian kuasa untuk mewak:l:/vc)imacht adalah suaiu perbuatan hukum
yang ‘memberikan wewenang .untuk mewakili ‘karenanya teratama mempunyai
akibat secara extern, sehingga kalau yang: meperima wewenang untuk mewakili
melakukan svatu perbuatan hukum-dengan orang lain/pihak ketiga: maka akan:
diciptakan akibat hukum bagi -pihak ketiga tersebut dan pihak yang member;
wewenang untuk mewakili/pemberi kuasa. volmachteger tersebut™
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PEMBERIAN, TUGASPERJANJIAN PERBURUHAN DAN PERJANHAN
UK MELAKUKAN JASA-JASA TERTENTU.

-;_._Membaiam diri: pada-hal pemperian tugas/lasigeving, maka akan timbui perta-

- -nyaan enting batsanaia pembenan tugas/lastgeving dengan peganjian perburuh-
an.dan peqanjxan uniuk -mnelaknkan Jasa—Jasa tertentu/overeenkomsien tothei ver-
nchten vanenkele diensen. 4
: Balam bal pemberian tugas/lastgeving pada azasnya dilakukan secara’ cuma-
Acuma (pasa} 1784 K.U:H Perdat ) kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya:
‘Disdmping ituhubungananiara pihak yang memberi tugas/lasigever dan pihak yang

~.mengrima tugas/ lasthebber: tidak periu bersxfat sepem hubungan antara majlkan :
-dengan. buruh.: g

Sedangkan da!am hal p&r;anjlan perburuhan yang esensiil ialah adanya prest351
telah menyediakan ienaga kerjanya untuk digunakan oleh pihak majikan. Tegasnya
yang ‘penting dalam-perjanjian perburuhan BUKAN hasil karya buruli“karena
mengolah bahan baky menjadi suatu hasil karya yang uteh dan bary meldinkan
‘penyediaan tenaga Kerjanya semata-mata, dengan memperoleh upak. Disamping ity
vang penting dalam perjaniian perburchan seperti vang telah diuraikan diatas adalah
kedudukan burah vang dalam hubtmgan tersebut beraitat letnh rendah dari majxacan
(endergeschxkte verhouding) ] :

Ba_gaimana selarang dengan pengertian membenkan jasa-jasa tertentu dalam-
perjarjian uniuk melaksanakan jasa-jasa terteniu? Dimana letak perbedaannya de‘
ngan perjanjian pemberian tugas dan perjanjian perburuhan? '
‘Untuk lebih mendalamimasalah ini harusdiperhaiikan pasal 1601 dan 1604 K.U.H.
‘Perdata. Dalam' pasal: 1601 K. U.H. Perdatz diumikan tenmng perjamjian untuk
melakukan jasa<jasa terfenty; perjanjian perburuhan dan perjanjian menerima peker-
jaan borongan, sedangkan pasal 1601 b mengatur tentang hal perjanjian menerima
pekerjaan borongan yang kemudian dlpennc: lebih Ianjut dalam pasal 1604 dan
seterusnya K.U.H. Perdata. Dalam hal perjanjian untuk melakukan pekerjaan bo-
rongan yang penting ialah bahwa pemborong menerima untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan tertentu untuk kepentingan ‘pemesan ‘(aanbestrader) dengan menerima
sejumlah uang tertentu sebagai kontraprestatie. Berbeda dengan pérjanjian perburu-
han dimana pikak bureh hanya menyediakan tenaganya semata-mata dengan mene-
rima upah, maka dalam hal perjanjian borongan yang esensiiladalah tuguannya yaitu
imbalan -uang tergantung dari hasil karya tertentu, umpamanya sebuah rumah
sebuah kolam, menjabitkan satu stel pakaian dan lainain:’ : '
Kewajiban pemborong- adalah menciptakan suatu hasil karya sesuai perjanjlan'
dengan cara mengolah bahan-behan baku sehingga tercipta sesuatu yang bare.

Baga;mam sckarang dengan perjanjian uniuk mﬂmbenk:an/melakukan gasaw_;asa
terténtu yang harus dibedakan dengan perjanjian-perjanjian yang telah disebut terda-
hutu? Meskipun halini ddak dirumuskan dalam svatu pasal secam khusus, namum
sesuai sistimatik yang tersirat dalam pasai 1601, 1601 b dan 1604 K.U.H. Perdata
para sarjana telah merumuskannya, secara negatif yaitu "Perjanjian untuk memberi-
kan/melaksanakan jasa-jasa tertentu mencakup sémua perjanjian-perjanjian untuk
melakukan suatu pekeriaan, vane Hdak merupakan perjanjizn perburuhan dan juga
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Dalam K U ; Dagaﬂg dlkenai pasa}~pasal tentang makelaar pasal 62:dan. sete
usnya); commissionair: (pasal 76 dan; setarusnya) dan expedlteur {pasal 86,
seéemsnya) Menurut doctrine makelaar, commissionair.dan expedmeur didasarkan
pada peranjian 1astgevmg karena kesemuanya bermfat kewaj;ban untuk melakuk
perbuatan huk.ur_n-.:b_ukan ams_knama pihak ya_ng_m_
“biayaonng lam (voor rekemng van een ander).:: R
Tegasnya: seseorang 'yang karena kewag:bamaya me!akukan perbuatan hﬂkhm
namanya: sendiri tidak menc:pmkan hak-hak: dan kewaijan-kewa}iban bag1 D
yang membenkan tugas dengan pihak yang menerima tugas. (lasthebber): v
Yang menjadl masalah sekarang mlahﬂ{alaumakelar commissionair.dan e pe
‘teur karena, kewaybannya melakukan. perbuatan hukum atas pamanya: sendiri an
pihak deb;tur telah melakukan wanpxeska51 umpamanya karena adanya pengeraha
-(levering). yang cacat, siapakah - wang berhak untuk menuntut ganti rugi ?-Haliini
“ ‘menjadi masalah karena _pihak yang menerima -fueas: tidak smenderifa karuglan
" ‘padahal levermg yang cacatmelalui perbuatan hukum pihak yang menerimatmgas . -
telah menjach m:hk p;hak pember; togas.: Se{iangican ‘pibak pemben tugas: udak"-":_.- :
o merupakan party dalam hubungan hukum vang diciptakan oleh perbuaian hukum"_ L
o '-3"jyang dilakukan .oleh plhak VARG, menenma tugas chsampmg 1tu udak merupakan
' '_:.'wakﬁ/ uszha kuasa dari pihak yang memberi tugag.: i, B
' Apakah pﬁlak yang: menenma tugasic. makelaar dan sebagamya dapat mengaju*__ ST
o f"kan tuntutan ganti rugi yang cildenta oleh pihak yang memben tugas karena Ievenng o
. yangcacatiersebut .0 : : L
" Hoge Raad’ di Negen Belamia (11 Mazét 1977 N.! 3977 521 AA 1977 589 .
Stohe/Schxphom mempemmbangkan bahwa. makelaar dan sebagamya selanjutns S
disebut perantara. berhak untuk ats namanys. sexzdm tetapi untuk: kepentingan
- pemberi kuasa pad azasnya dapat menuntut ganu atas kemgzan y&ng didenta o!eh
. pemberki kuasa.. . - - ;
L ISILAH KEAGENAP% BALM RANGKA P NGAMRAN KEGIA’E‘AN
g I} SAHA ASING. DALAM BIDANG PERDAGANGAN. . -
Isnlah yang dipakai ialah agen/ penyaiur perwakilan perumhaan perdaﬁangan

o Kemuﬂxaa juga penwlur/ agen nasional dan penyalur dan daemh : . _
‘Menurut KEPUTUSAN MEN'I"ERI ?ERDAGANGAN NO. 382/1{;3/ Xl 1977 3
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